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 ABSTRAK
Pada kenyataannya kasus kekerasan pada anak sering terjadi, masyarakat masih menganggap anak adalah hak milik dan tanggung jawabnya sehingga ia /orang tua berhak melakukan apa saja  atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa.Sejak kecil anak sudah diajarkan untuk patuh pada orang tua, dan orang tua dalam menerapkan disiplin/kepatuhan kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan merupakan fenomena social yang memerlukan perhatian kita semuanya.Menyikapi kondisi di atas, maka dilakukan penelitian dengan fokus  perlindungan hukum pada anak dari tindakan KDRT, Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tehnik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi, observasi, Sedangkan tehnik analisa data yang dipakai adalah analisis kasus  Adapun hasilnya adalah Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan pada anak ini, dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (public health), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilatif. Dua usaha yang pertama ditujuan pada anak yang belum menjadi korban (non victim) melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan utama menyadarkan masyarakat (public awarneas) bahwa kekerasan pada aanak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak yang optimal oleh karenanya harus dihapuskan. Sedangkan dua usaha terakhir ditujukan pada anak yang telah menjadi korban (victim) dengan tujuan utama memberikan tata laksana korban secara menyeluruh (holistic) meliputi aspek media, psikologis, sosial, termasuk didalamnya  upaya reintegrasi korban ke dalam lingkungannya semula. Kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) oleh sebagian masyarakat kita tidak dianggap sebagai, kejahatan. Inilah faktanya. KDRTA hanya dilaporkan atau dianggap sebagai masalah jika berakibat cedera parah atau meninggal. Hanya kasus dramatis dan berdarah-darah baru dinilai kejahatan. Luka memar kena bogem ayah atau anak berkepribadian pemalu karena di rumah selalu menghadapi tekanan orang tua tidak dianggap kejahatan.
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PENDAHULUAN

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi Manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945, dan konversia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak –hak anak. Karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak  sebagaimana manusia yang harus dijunjung tinggi, sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari timbulnya tindak kekerasan.
Namun demikian kenyataannya kasus kekerasan pada anak sering terjadi, masyarakat masih menganggap anak adalah hak milik dan tanggung jawabnya sehingga ia /orang tua berhak melakukan apa saja  atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa.Sejak kecil anak sudah diajarkan untuk patuh pada orang tua, dan orang tua dalam menerapkan disiplin/kepatuhan kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain, bahkan hiraki yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Seperti yang terjadi pada kasus Arie Hanggara, Ridwan Maulan serta Indah Savitri yang meninggal akibat dibakar orang tua kandungnya sendiri.

Kekerasan domestik terhadap anak oleh sebagian masyarakat tidak dianggap sebagai kejahatan, sehingga setiap hari di Indonesia  ada saja berita anak yang disiksa orangtuanya ataupun oleh orang yang mengasuh atau merawatnya. Menurut Rahma Savitri, dikatakan “ Jumlah anak korban kekerasan terus meningkat dari tahun ke tahun,dan yang lebih mneyedihkan perlakuan salah tersebut tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual tetapi juga penganiayaan berat dan pembunuhan (Office Manager Komnas Perlindungan Anak, 2007). Jaman memang telah berubah, orang tua yang seharusnya melindungi anaknya dari segala bentuk kekerasan, justru banyak yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri. Ironisnya para pelaku chil abuse, pada umumnya adalah orang yang dikenal anal, yaitu 69 persen, sedangkan yang tidak dikenal anak hanya 31 persen (data Komnaas Perlindungan anak, 2007)
Perlindungan terhadap anak korban kekerasan merupakan fenomena social yang memerlukan perhatian kita semuanya. Oleh karena itu pengkategorian kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak sebagai kejahatan menjadi penting, disamping adanya aturan (Undang-Undang Perlindungan Anak) untuk menjamin agar anak korban kekerasan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum serta anak dapat diterima sebagai manusia dengan hak-haknya yang harus dipenuhi di masyarakat baik oleh keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

Pengertian dan Perlindungan Hukum terhadap Anak
Dalam satu keluarga seorang anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang kehadirannya merupakan sinar terang dan sangat didambakan orang tuanya, bukan hanya sebagai ikatan erat tali kasih pasangan suami istri, melainkan juga sebagai amanah Tuhan, buah hati (qurrota a’yuni) serta sebagai generasi penerus keluarga.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, pasal 1 mengatakan :
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
Yang dimaksud anak dalam keluarga adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, dimana dia memiliki sifat yang masih bergantung yakni butuh bantuan dari orang dewasa dalam proses tumbuh kembang dan masih dalam keadaan rapuh.
Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa ciri-ciri yang menandai keadaan seorang anak berdasarkan konvensi hak anak (2000 : 12), yaitu antara lain :
1. Anak berusia dibawah 18 tahun, remaja yang kelihatan dewasa atau berbadan besar masih digolongkan sebagai anak-anak apabila berusia 18 tahun, bahkan seorang perempuan yang menikah padahal usianya dibawah 18 tahun masih disebut anak-anak, dimana pernikahannya dikategorikan dibawah umur.
1. Anak memiliki sifat masih bergantung atau memerlukan orang dewasa.
1. Anak adalah individu dalam masa tumbuh kembang, artinya secara jasmani sedang mengalami kenaikan (berat dan tinggi badan). Secara mental (kecerdasan, emosi, sosial) sedang berkembang perlu dididik dan dilatih.
1. Anak dalam usia belajar, menuntut ilmu untuk mencapi cita-cita dimasa depan.
1. Anak sedang dalam masa suka meniru, punya idola, panutan, sehingga perlu diberi contoh yang baik.
1. Anak dalam masanya butuh berkumpul dengan teman sebaya, seusia, untuk berlatih bersosialisasi, bermasyarakat.
Oleh karena itu seorang anak membutuhkan suatu perlindungan dari orang tua / keluarga, masyarakat serta pemerintah. Dan demi pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh dan kemabng dalam suatu lingkundang keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, saling pengertian dan saling melindungi.
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Pasal 1 angka 2, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002).
Adapun penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak, yang meliputi :
1. Non diskriminasi.
1. Kepentingan yang terbaik hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.
1. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. (Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002)
Oleh karena itu sangat penting bagi orang tua mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak anak, karena dengan adanya jaminan terhadap hak-hak anak ini, seorang anak akan bisa tumbuh berkembang dengan baik, menikmati masa kanak-kananya, dan akhirnya bisa menentukan kehidupannya sendiri dimasa depan.
Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara. (Pasal 1 angka 12, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002). Dalam deklarasi Hak-hak Asasi Manusia sedunia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), dinyatakan bahwa masa kanak-kanak merupakan masa dimana anak berhak memperolah pemeliharaan dan bantuan khusus, perlindungan serta perawatan sedemikian rupa. (konveksi Hak Anak, 6 : 2000)
Dengan demikian anak-anak harus memperoleh manfaat dari semua jaminan hak asasi manusia yang tersedia bagi orang dewasa, karena hak anak pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Namun demikian hak anak perlu memperoleh perhatian tersendiri karena anak memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang berhubungan dengan situasinya sebagai anak yang masih rapuh tergantung dan dalam proses tumbuh kembang.
Hak anak adalah Hak Asasi Manusia yang harus dimiliki anak yang meliputi 4  bidang, yaitu :
1. Hak atas kelangsungan hidup, mencakup hak atas tingkat kehidupan yang layak dan atas pelayanan masyarakat.
1. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang kegiatan seni dan budaya, hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama serta hak anak cacat atas pelayanan perlakuan dan pendidikan khusus.
1. Hak perlindungan, mencakup perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, perlakuan sewenang-wenang dalam peradilan pidana.
1. Hak partisipasi, meliputi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat serta hak ikut dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. (Konvensi Hak Anak, 13 : 2000)
Dan hak anak tersebut perlu dipenuhi sejak kelahirannya (sejak dia / sianak dilahirkan, seorang anak, bayi) harus diberikan hak agar hidupnya lebih dan tumbuh sehat, sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak tersebut adalah orang tua / keluarga, masyarakat serta pemerintah.. Adapun hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah tersebut, antara lain 
1. Anak memiliki hak untuk terpenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan bergizi pakaian dan tempat tinggal yang layak.
1. Anak memiliki hak untuk bermain dengan teman-temannya sehingga berarti juga berhak untuk memiliki waktu senggang agar bisa bermain atau berkreasi.
1. Anak memiliki hak untuk mendapatkan semua kebutuhan yang menjadikannya tumbuh sehat apabila sakit anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, seperti pengobatan dan perawatan yang layak.
1. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sekurang-kurangnya 9 tahun yaitu Sekolah Dasar (SD) dan SLTP.
1. Anak memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan, seperi buku-buku yang sesuai dengan usianya, informasi dari media masa dan lain-lain.
1. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam perlindungan keluarga yang penuh kasih sayang dan aman. Anak yang tanpa keluarga harus ditanggulangi oleh negara baik melalui yayasan, panti, maupun diadopsi oleh sebuah keluarga.
1. Anak memiliki hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Orang dewasa harus menghargai pendapat anak sesuai dengan tingkat usia mereka.
1. Anak memiliki hak untuk beristirahat yang cukup setelah kegiatannya seharian. Beristirahat artinya berhenti dari kegiatannya, bermain belajar, membantu pekerjaan ringan di rumah dan sebagainya yang dilakukan anak-anak sehari-hari.
1. Anak memiliki hak untuk melindungi rahasia pribadinya, surat pribadi catatan harian dan barang-barang pribadi anak tidak boleh dibaca atau diambil tanpa seijin yang bersangkutan.
1. Anak memiliki hak untuk memperoleh identitas, nama kewarganegaraan akte kelahiran dan mengetahui asal usulnya. (Konvensi hak anak, 16 : 2000)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002,  pasal 1 mengatakan :
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
Yang dimaksud anak dalam keluarga adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, dimana dia memiliki sifat yang masih bergantung yakni butuh bantuan dari orang dewasa dalam proses tumbuh kembang dan masih dalam keadaan rapuh. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan perlindungan anak tanggung jawab dan kewajiban ada pada negara , pemerintah, masyarakat serta keluarga/orang tua

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pada dasarnya kelahiran seorang anak merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang kehadirannya merupakan sinar terang dan sangat didambakan orang tua, bukan hanya sebagai ikatan erat tali kasih (buah hati) pasangan suami istri dalam suatu keluarga, melainkan juga sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai penerus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Anak adalah amanah  Tuhan Yang Maha Esa , yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, bahkan hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang dasar 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.
Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demi pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih saying, saling pengertiandan saling melindungi, karena masa kanak-kanak merupakan masa dimana anak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus dari orang tua/keluarga. Orang tua / keluarga bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Karena dalam hubungan perkawinan, seorang anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dimana kekuasaan orang tua / keluarga itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahan dan berakhirnya pada waktu anak menjadi dewasa atau kawin.
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan, sampai anak berumur 18 tahun. (Penjelasan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002)
Kekuasaan orang tua tersebut terutama berisi kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemeliharaan anak, yang meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perlindungan anak, bahwa kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak, ternyata tidak hanya ada pada orang tua / keluarga melainkan juga ada pada masyarakat serta pemerintah.
Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengatakan bahwa :
“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”
Pertanggung jawaban orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia serta nilai-nilai Pancasila.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah, menyatakan :	
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau mental.

Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, mengenai kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, bahwa :
“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perhubungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perkembangan anak.”

Sedangkan pasal 26 Undang-undang perlindungan anak menyatakan bahwa :
1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
0. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
0. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan
0. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
1. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksankaan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	    Pada kenyataannya tindak kekerasan dalam rumah tangga hanyalah salah satu dari berbagai macam bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan, karena masih banyak bentuk tindak kekerasan yang dialami perempuan yaitu ditempat kerja maupun di tempat umum lainnya., Kekerasan pada umumnya adalah melakukan suatu tindakan atau serangan pada seseorang secara fisik maupun mental yang berakibat penderitaan berkepanjangan pada penderitaannya. Sedangkan salah satu ciri dari tindak kekerasan tersebut adalah hubungan yang tidak seimbang antara yang kuat dengan yang lemah.
	    Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dimana saja, tidak membedakan kultur agama, ras, latar pendidikan , usia dan sebagainya. Dan terjadi sudah sejak lama bahkan sudah sekian lama dianggap sebagai persoalan pribadi oleh orang lain, sehingga tabu untuk segera mengambil tindakan walaupun ada nyawa terancam.. Padahal yang dianggap pribadi ini sesungguhnya amat dahsyat, jika dibayangkan dan apabila diamati tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat dekat dengan kita.
“  Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang secara langsung banyak terjadi di masyarakat, tetapi ironisnya masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahkan cenderung menolak untuk turut berpegangan tangan bersama perempuan yang mengalami nasib seperti ini untuk sekedar berempati dan menerima kenyataan ini. (Tim LP2A Fatayat NU, 2003:2) ”

	     Disamping itu kekerasan didalam rumah tangga juga sering diperlakukan berbeda dengan masalah kekerasan lainnya, yang dinilai secara berbeda atas dasar pelaku dan tempat dimana perlakuan tersebut terjadi. Jika seorang laki-laki (suami) menganiaya istrinya dirumah atau seorang ayah menganiaya anaknya dirumah dianggap bukan tindak kekerasan. Sementara itu, untuk perlakuan yang sama dan dilakukan di wilayah public maka dengan gampang orang menilai bahwa hal tersebut merupakan tindak kekerasan.
“Tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pola pemaksaan kehendak atas seseorang terhadap pasangannya yang menggunakan serangan dan ancaman, termasuk penyiksaan secara fisik, mental seksual, bisa juga termasuk penguasaan secara ekonomis (Tim LKP2 Fatayat NU, 2003,8)”

	     Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga tersebut adalah :
0. Suami, istri, dan anak
0. Orang-orang yang merupakan hubungan atau keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
0. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.  

	    Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang  Nomor . 23 Tahun 2004 adalah :
1. Kekerasan fisik
1. Kekerasan psikis
1. Kekerasan seksual dan
1. Penelantaran rumah tangga

	      Bentuk tindakan yang dipandang sebagai kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga tersebut antara lain :
1. Kekerasan Fisik
0. Secara langsung adalah kekerasan/penganiayaan badan dengan menggunakan tangan, kaki, ataupun benda-benda lain.
Misalnya : memukul, menampar, mencekoki, menyambak, meludahi dengan kayu, ikat pinggang, rantai, dan sebagainya.
0. Secara tidak langsung adalah kekerasan/penganiayaan dengan jalan menyakiti atau merusak sesuatu atau benda-benda yang sangat berarti bagi pasangan. Misalnya :  menyiksa binatang piaraan, memecahkan barang pecah-belah, merusak perabotan dan sebagainya.
1. Kekerasan Seksual
Kekerasan seksual adalah melakukan perbuatan seksual dengan cara paksaan tanpa persetujuannya.
Misalnya :Memaksa untuk melakukan hubungan dengan cara-cara yang tidak wajar, Sodomi , pencabulan, pemerkosaan 
1. Kekerasan Ekonomi
Kekerasan ekonomi adalah membuat ketergantungan ekonomi dengan mencegah pasangan untuk mandiri dan berpenghasilan sendiri baik dengan cara bekerja di dalam rumah ataupun di luar rumah. Keuangan sangat dibatasi dan tidak memenuhi semua keperluan pasangannya.
1. Kekerasan Emosi
Meskipun dampak kekerasan emosi tidak mudah untuk dilihat, tetapi jenis kekerasan ini sama kejamnya karena mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri dan hilangnya kemampuan untuk menyelamatkan diri.
	      Jadi, penganiayaan emosional lebih sukar diketahui dibanding dengan kekerasan yang lain, karena akibat kekerasan emosional tersebut tidak dapat dilihat dengan mata, antara lain :
0. Menyepelekan perasaan perempuan
0. Meremehkan dan mengejek perempuan
0. Meremehkan/mengejek nilai-nilai hidup, agama, suku, keturunan, kelas hidup perempuan 
0. Tidak memberikan persetujuan penghargaan ataupun kasih sayang
0. Setelah mengkritik, memanggil anda dengan nama panggilan yang buruk, dan berteriak jika berbicara dengan anda
0. Membuat malu anda didepan orang lain
0. Meremehkan teman-teman dan keluarga anda sehingga mereka tidak mau mengunjungi anda lagi
0. Tidak membolehkan anda bekerja dan mengikuti seluruh kegiatan yang ada inginkan
0. Mengontrol keuangan dengan ketat
0. Seringkali mengancam bahwa dia akan pergi atau sebaliknya mengusir anda untuk pergi
0. Menolak untuk membagi uang atau menolak untuk bekerja
0. Mangancam untuk menyakiti anda ataupun keluarga anda
0. Mengancam untuk mengambil anak-anak jika anda berani meninggalkannya
0. Menyakiti binatang kesayangan anda atau merusak barang-barang yang berarti bagi anda
0. Menuduh yang bukan-bukan
0. Memanipulasi anda dengan kebohongan-kebohongan dan kontradiksi 
1. Penelantaran Rumah Tangga
Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut (Nursyahabani Katjasungkana, 1999, 16)

HASIL DAN PEMBAHASAN
	
	Berdasarkan hasil penelitian di Unit Penyidik Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bondowoso, maka dapat diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga pada anak selama tahun 2007-2008 ada 14 kasus yang sudah diproses penyidikan dan ada yang sudah mendapat putusan hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, dari 14 kasus tersebut diantaranya penganiayaan oleh pamannya, perzinahan oleh orang tua angkatnya, sodomi dan pencabulan 
Membicarakan masalah kekerasan dalam rumah tangga pada anak mengingatkan kita pada gambaran akan anak yang teraniaya atau istri yang terlantar karena tindakan suami atau orang terdekat dalam rumah tangga yang sewenang-wenang kepada mereka. Kekerasan  dalam rumah tangga terhadap anak pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia (HAM) anak sehingga masalah ini tercakup sebagai salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap anak (dalam Undang-Undang Perlindungan Anak)
Kekerasan dalam rumah tangga pada anak  merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena, pertama kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup (pribadi) dan terjaga ketat privacy-nya karena persoalannya terjadi di dalam keluarga. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga pada anak  sering dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan anak sekehendak orang tua merupakan hak orang tua sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, kekerasan dalam rumah tangga pada anak  terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respons masyarakat terhadap keluh kesah anak yang mengalami persoalan kekerasan dalam rumah tangga 
Di Indonesia, khususnya di Bondowoso masyarakat lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal itu disebabkan selain oleh ketiga faktor yang disebutkan diatas, juga oleh masih sangat kuatnya kultur yang menomorsatukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. 
Akibatnya, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya anak  yang menyerah pada keadaan, memendam sendiri penderitaannya, dan meyakini bahwa bersabar dan bebesar hati atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik. Tanpa disadari, solusi semacam itu sebetulnya telah menyebabkan dampak negatif yang berlapis-lapis, baik bagi perempuan, anak-anak dalam keluarga, nilai-nilai masyarakat tentang relasi laki-laki dan perempuan serta tengtang keluarga.
Kekerasan dalam rumah tangga pada anak adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Mitos dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat  masih sangat kental diyakini masyarakat kita sehingga tentu sangat mempengaruhi sikap terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah sikap para aparat, penegak hukum, pejabat dan semua lapisan masyarakat. Terlebih lagi, persoalan ini umumnya dialami oleh kaum perempuan atau anak perempuan sehingga, sebagaimana persoalan kekerasan terhadap perempuan yang lain, urgensinya untuk dibicarakan terkesan “nanti-nanti” sajalah. Namun hal tersebut sudah tidak lagi dengan adanya Penyidik Perempuan dan Anak di tiap-tiap Polres maka anggapan tersebut sudah mulai hilang karena setiap tindakan kekerasan dalam rumah tangga baik kepada perempuan maupun pada anak akan dilakukan tindakan hukum
Kekerasan dalam rumah tangga pada anak merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan. Toleransi masyarakat yang demikian longgar atas masalah ini didasari pada anggapan yang sangat diyakini atas peran superior laki-laki terhadap perempuan (istri) mereka. Intinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk pengontrolan terhadap pasangan dalam relasi privat (kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada pasangan heteroseksual yang menikah, tetapi juga pada pasangan hetero yang tidak menikah, pasangan lesbian dan gay). Secara garis besar, kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena beberapa faktor. Pertama, budaya patriarki. Budaya ini meyakini bahwa laki-laki adalah superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol perempuan.
Kedua, interpretasi yang keliru atas ajaran agama. Sering ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin diinterpretasikan sebagai pembolehan mengontrol dan menguasai perempuan atau anak. Ketiga, pengaruh role model. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ayah suka memukul/kasar pada ibunya, cenderung akan meniru pola tersebut kepada pasangannya. Ketiga faktor diatas ditumbuh suburkan dan didukung oleh kenyataan bahwa sikap komunitas cenderung mengabaikan persoalan kekerasan dalam rumah tangga karena terdapat keyakinan bahwa hal itu merupakan urusan “dalam negeri” suatu rumah tangga. Disamping itu, sistem legal kita juga tidak mempunyai kekuatan khusus guna menekan pelaku kekerasan dalam rumah tangga sekaligus melindungi korban.
Ditinjau dari segi psikologi komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dengan kekerasan (terutama kekerasan fisik) merupakan suatu cara pemberian sugesti yang ampuh dan efisien. Itulah sebabnya pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang lain sering dipergunakan oleh suami dalam mengakhiri konflik dengan istri/pasangannya. Didukung oleh power (secara sosial) yang lebih besar, suami adalah pihak yang dapat dengan leluasa menggunakan cara ini dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada istrinya. Demikian juga halnya dengan anak laki-laki yang meniru pola kekerasan ayah dalam memperlakukan memperlakukan ibunya, kelak ia berpotensi untuk menjadi pelaku dalam kekerasan juga terhadap istrinya karena secara kultural hal itu “diperbolehkan” bagi laki-laki.
Berbagai penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga pernah dilakukan di Indonesia, walaupun data kuantitatif tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga belum pernah tercatat secara jelas. Hal ini karena masalah kekerasan dalam rumah tangga memang tidak ditanggapi sebagai masalah kerawanan sosial sebagaimana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dipakai sebagai terminologi khusus dalam pencatatan data statistik pelaporan tindak kejahatan di kepolisian dan lembaga terkait, pengaduan konflik perkawinan di Pengadilan Agama / Pengadilan Negeri, dan sebagainya. Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada anak  di Bondowoso belum banyak ditangani oleh lembaga-lembaga terkait/mandiri yang memiliki kepedulian terhadap masalah anak.
Tanpa disadari oleh masyakat, kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh anak sesungguhnya menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat merugikan. Dampak negatif tersebut antara lain : secara fisik kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan anak mengalami patah tulang, kelainan saraf, memar, kulit yang tersayat, dan sebagainya. Sedangkan secara psikologis, kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan gangguan emosi seperti kecemasan, depresi dan perasaan rendah diri pada anak  .
 
Perlindungan  hukum terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga
Beberapa tahun terakhir ini, kejahatan dan pelanggaran hukum terhadap anak-anak diindikasikan semakin meningkat dan memprihatinkan, pada hal anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga pelanggaran hukum dan tindak kekerasan terhadap anak harus memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Dan yang paling memprihatinkan , orang tua atau orang terdekat dalam rumah tangga yang seharusnya melindungi anaknya dari segala bentuk kekerasan, justru banyak yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri.
Menurut Kepala Unit Penyidikan Perempuan dan Anak Polres Bondowoso, mengatakan jumlah anak korban kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, yang lebih menyedihkan perlakuan salah tersebut tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual tetapi juga penganiayaan berat dan pembunuhan, ironisnya para pelaku child abuse ini pada umumnya 69 % adalah orang yang dikenal anak, sedangkan 31 % orang yang tidak dikenal anak  (Wawancara 12 Januari 2009)
Zaman memang telah berubah, orang tua yang seharusnya melindungi anaknya dari segala bentuk kekerasan justru banyak yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri.
“ Child abuse merupakan bentuk perlakuan kekerasan terhadap pada anak-anak, Terry E Lawson, psikiater Internasional yang merumuskan definisi tentang kekerasan terhadap anak, menyebut ada empat macam abuse, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse.
Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan perlindungan anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.
Verbal abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam atau jangan menangis. Jika si anak mulai bicara ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperi “kamu bodoh”, kamu cerewet” dan sebagainya. Anak akan mengingat semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode.
Physical abuse, terjadi ketika oarng tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anat itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam satu periode.
Sexcual abuse biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak. (http/w.w.w. pikiran .rakyat com/cetak 2/01/2008)
Penderaan anak atau penganiayaan anak atau kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari child abuse, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (guard) pada seorang anak (individu berusia kurang dari 18 tahun) secara fisik, seksual dan emosi. Dari batasan di atas umumnya diakui pelakunya adalah orang terdekat dengan korban
Sebagaimana teori diatas yang berkaitan dengan kekerasan pada anak, seperti teori stres dalam keluarga (family stress). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua atau situasional. Stres berasal dari anak (child prodused stres) misalnya anak dengan fisik, mental atau perilaku beda, anak usia balita, serta anak dengan penyakit menahun. Sters berasal dari orang tua (parental produced stres) misalnya orang tua dengan gangguan jiwa, orang tua korban kekerasan pada masa lalu, orang tua terlampau perfek dengan harapan pada anak terlampau tinggi dan orang tua dengan disiplin tinggi. Sters berasal dari situasi tertentu (situational produced stres) misalnya terkena PHK atau pengangguran, pindah lingkungan dan keluarga sering bertengkar. Dengan adanya stres dalam keluarga dan faktor sosial budaya yang kental dengan ketidaksetaraan dalam hak dan kesempatan, sikap permisif bagi hukuman badan sebagai bagian dari pendidikan anak, maka para pelaku makin merasa sah dalam melakukan penderaan terhadap si anak.
Dan dengan sedikit saja faktor pemicu, biasanya berkaitan dengan tangisan tanpa henti, dan ketidakpatuhan, terjadilah penganiayaan pada anak yang membawa malapetaka bagi anak dan keluarganya. Saat perlakuan pada anak terjadi, lantaran perbuatan itu pelaku tidak sadar bahwa tindakannya akan diancam dengan pidana penjara dan denda yang tidak sedikit, bahkan jika pelaku orang tuanya sendiri maka hukumannya ditambah sepertiganya. (Pasal 80 Undang Undang Perlindungan anak)
Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian kita semua. Untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak, diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa :
(1). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
(2). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentyingan yang terbaik bagi anak;
e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
(3).Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial dan
d. pemberian aksebilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan tersebut diatas meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya :
a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, dan
b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
Oleh karena itu pelaku  tindakan kriminal pada anak harus di hukum atau pidana dengan  pidana yang seberat-beratnya, Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah  mengatur secara terperinci dan tegas tentang hukuman terhadap pelaku kriminal pada anak, muali pasal 77 sampai dengan pasal 90.
Menurut Menurut Kanit PPA Polres Bondowoso, mengatakan bahwa kasus-kasus kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak yang terjadi khususnya di Kabupaten Bondowoso, sebagai besar terjadi karena alasan ekonomi, walaupun sebenarnya ada juga kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak juga terjadi pada masyarakat menengah atas, dimuali dari kasus penganiayaan oleh pamannya sampai pada pelecehan seksual oleh guru ngajinya,  pemerkosaan oleh atau persetubuhan oleh bapak angkat atau orang tuanya sendiri, sebagaian besar terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga .
Faktor kemiskinan dan tekanan hidup yang semakin meningkat, disertai kemarahan / kekecewaan pada pasangan karena ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi, menyebabkan orang tua mudah sekali meluapkan emosi, kemarahan, kekecewaan dan ketidakmampuannya kepada orang terdekatnya. Anak sebagai makhluk lemah rentan dan dianggap sebagai milik orang tua paling mudah menjadi sasaran.
Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan pada anak ini, dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (public health), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilatif. Dua usaha yang pertama ditujuan pada anak yang belum menjadi korban (non victim) melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan utama menyadarkan masyarakat (public awarneas) bahwa kekerasan pada aanak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak yang optimal oleh karenanya harus dihapuskan. Sedangkan dua usaha terakhir ditujukan pada anak yang telah menjadi korban (victim) dengan tujuan utama memberikan tata laksana korban secara menyeluruh (holistic) meliputi aspek media, psikologis, sosial, termasuk didalamnya  upaya reintegrasi korban ke dalam lingkungannya semula. Upaya perlindungan tersebut dapat dilaksanakan oleh profesional di bidangnya masing-masing si satu pihak dan media di pihak lain.

Faktor –faktor yang menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga 
Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak (KDRTA) bukanlah kasus yang tidak terjadi jga di Bondowoso, berdasarkan hasil pengamatan penulis di Polres Bondowoso 2007-2008, keluarga atau orang terdekat dengan anak justru merupakan pelaku kekerasan paling dominant terhadap anak.. Bahkan kasus kasus kekerasan yang dilakukan keluarga dalam banyak kasus termasuk kategori berat dan berakibat fatal bagi anak, seperti pembunuhan , penyiksaan  hingga menyebabkan cacat seumur hidup atau bahkan meninggal. Demikian juga kasus incest atau hubungan seksual sedarah yang dilakukan berulang kali atau hingga bertahun terjadi, sementara kasus-kasus kekerasan seperti memukul, menendang, mencambak, mencubit dan lain sebagainya mungkin tiap hari terjadi dan dianggap sebagai hal biasa.
Masyarakat masih banyak menganggap kekerasan dala rumah tangga pada anak merupakan urusan dapur satu keluarga. Orang tua juga tak sedikit beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggungjawabnya sehingga ia berhak melakukan apa saja termasuk membantingnya karena kesal menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebgaai orang tua, anak sah- sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit dijewer hingga disiksa. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat pada orang tua dengan dengan cara kekerasan. Orang tua dalam mnerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Ini adalah kenyataan. Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini juga masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang katanya tak sekolahan, orang tua yang terpandang di masyarakat ternyata juga ada sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah.
Kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) oleh sebagian masyarakat kita tidak dianggap sebagai, kejahatan. Inilah faktanya. KDRTA hanya dilaporkan atau dianggap sebagai masalah jika berakibat cedera parah atau meninggal. Hanya kasus dramatis dan berdarah-darah baru dinilai kejahatan. Luka memar kena bogem ayah atau anak berkepribadian pemalu karena di rumah selalu menghadapi tekanan orang tua tidak dianggap kejahatan. Lainnya, masih menilai KDRTA sebagai persoalan individu per individu atau melokalisir tempat kejadian. Hanya kejadian di lingkunagan anu, karena bapaknya tidak kerja, ibunya stress karena ditinggal suami, karena bapaknya ini itu dan beragam alasan pemenaran yang sesungguhnya secara hukum tidak bisa dibenarkan. Dalam kondisi dan situasi bagaimanapun anak tetap harus dilindungi, anak harus tetap disayangi, anak harus tetap dibina dalam nilai-nilai-nila yang bijksana. Kepentingan yang terbaik bagi anak, haruslah menjadi prtimbangan dan perhatian kita dalam setiap tindakan kepada anak. Maslahnya lagi, kita sering tiidak mempercayai anak. Laporan anak tidak ditanggapi. Keluhan anank diabaikan, anak sebelum berbicara malah sudah disuruh diam dengan bentakan atau pukulan. Apalagi jika kekerasaan itu orang tuanya, kita yang mendengar sering berkata: dasar kamu bandel, kamu yang salah, itu untuk mendidik kamu, makanya kamu nurut sama orang tua. Jarang kita bertanya, mengapa kita sering diperlakukan seperti itu, apalagi memberikan jalan keluar. Inilah masalah sosial kita.
Tidak hanya sistem ataun budaya dalam masyarakat yang banyak merugikan anak, hukum yang semestinya melindungi justru merukikan anak itu karena status mereka anak-anak atau permempuan. Sebagai anak, mereka belum mengakui, kapasitas legalnya (legal capacity). Dalam kasus KDRTA dimana pelakunya extended family (kelurga terdekat) terutama ayah-ibu, selain alat bukti yang dimungkinkan tidak cukup, juga untuk kasus tertentu tentang pemerkosaan (Pasal 267 KUHP), jika anak dibawah umur 15 tahun, maka kasusnya merupakan delik aduan, yang berarti suatu kasus sangat mungkin tidak terungkap dan kalaupun diadukan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh si pengadu, akibat dipengaruhi atau anak mengalami tekanan psikologis oleh keluarganya.
Demi menjaga aib keluarga, karena takut kepada orang tua atau karena tidak tahu harus melapor kemana, Kasus ini bisa dipendam oleh si anak. Juga bila telah dilaporkan, anak dapat dipaksa mencabut pengaduannya. Lalu jika kasus incest dan terjadi pada anak berusia belum cukup 12 tahun, siapa saksi atau pelapor? Atau bahkan pada usia diatasnya, apakah ia berani melapor? Apalagi yang dilaporkan ayahnya. Tentu tidak. Hanya jika si anak sudah menderita depresi berat baru orang lain mungkin mengetahui, ketika secra pisik dan psikis anak mengalami perubahan bahkan dalam banyak kasus perkosaan ayah kepada anaknya kesekian orang dewasa (termasuk ibu dan si anak dan kelurga lain) sering hany bersifat mendengarkan dari orang lain (deauditu) sehingga secara material tidak dapat dijadikan alat bukti, apalagi sakasi hanya satu orang. Benar, visum et repertum bisa dijadikan sebagai alat bukti lain, akan tetapi bukankah kerusakan selaput dara tidak harus akibat ada penetrasi ke vagina perempuan dan bagaimana pula jika perbuatan itu tidak sampai mengakibatkan robeknya selaput dara korban atau telah berlangsung lama dan alat bukti lain (petunjuk) sudah tidak ada? Walaupun Bu Indonesia baru memiliki Undang Undang perlindungan saksi, untuk kasus KDRT jarang sekali ada orang yang mau bersaksi di kepolisian atau pengadilan untuk membela anak, karena orang merasa direpotkan atau malah terancam jiwa dan keluarganya jika menjadi saksi suatu kasus, bahkan dari saksi menjadi tersangka. Secara yuridis formal (hukum) kesekian anak-anak sebagai korban atau saksi korban tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti.
Dalam KUHP dinyatakan, syarat syahnya suatu kesaksian apabila saksi tersebut disumpah. Sementara dalam KUHP juga dinyatakan. Anak-anak tidak dibenarkan untuk disumpah dan dalam pasal 185 KUHP ditegaskan: keterangan dari saksi yang tidak disumpahmeskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti. Itu berarti bahwa kalaupun keterangan si anak sebagai korban atau saksi korban sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah sifatnya namun hanya sebagai tambahan alat bukti yang sah.
Dalam pasal 287 KUHP mengenai pengauan juga tidak dijelaskan siapa yang berhak mengajukannya. Hanya dijelaskan bahwa yang berhak itu adalah perempuan yang menderita itu. Sementara pasal 72 KUHP menyatakan jika orang tersebut umurnya belum cukup 16 tahun dan belum dewasa yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil. Delik aduan inipun diposisikan sebagai delik aduan relatif, padahal pasal yang digunakan adalah pasal delik aduan absolut, yang berarti menuntut peristiwanya bukan pelaku utamanya saja, sebab kekerasan dalam rumah tangga anak seringkali terjadi sebagai kasus  berulang-ulang bahkan sistematik. Bukankah pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan negara , pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
Dalam pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak, juga dinyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan , bakat dan minatnya. Namun dalam praktiknya sering kali perkosaan (pasal 285 KUHP) direduksi (diarahkan) menjadi sebagai kasus pencabulan pasal 287 dan 290 KUHP, hal ini terutama bertujuan untuk meringankan hukuman pelaku, sebab pasal dalam 285 KUHP hukuman maksimalnya adalah 12 tahun, sementara pasal 287 hukuman maksimal 9 tahun dan pasal 290 hukuman maksimalnya 7 tahun, dan jika kasus penganiayaan (Pasal 3561 KUHP) ancaman hukuman maksimal hanya 1-2 tahun (5 tahun jika berakibat luka berat dan 7 tahun bila korban meninggal). Lebih ironis kekerasan dalam rumah tangga pada anak dikenakan pasal 335 KUHP, sebagai perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun atau denda maksimal Rp. 4.500., sehingga dapat dikatakan hukum tidak berpihak pada korban (anak)
Dalam KUHP sendri hanya enam pasal yang berkaitan dengan kekerasan fisik dan seksual, serta kekerasan emosional satu pasal (pasal 335), sem,entraa kekerasan ekonomi dalam KUH Perdata tidak ada secara specifik diatur. Sayangnya lagi, kelemahan hukum juga dibarengi sensitifitas aparat penegak hukum yang rendah terhadap anak. Dengan demikian Undang-undang belum menganggap kekerasan rumah tangga pada anak  sebagai kejahatan tertentu hingga hukum yang ada belum memberi jaminan hukum kepada anak dan haknya untuk dapat tumbuh kembang secara wajar melalui kompensasi sebagai akibat dia telah menjadi korban, baik dari pelaku, keluarga, masyarakat terutama dari pemerintah.. Oleh karena itu Undang _Undang Perlindunga Anak dan Undang-undang KDRT harus diterapkan secara benar oleh aparat hukum, jangan menggunakan KUHP saja. Hal ini diakui oleh Kanit PPA Polres Bondowoso, bahwa penyidikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada anak sudah lebih menggunakan undang-undang Perlindungan Anak, sebagai pelaksanaan asas lex specialis derogat lex generalie. (Hasil wawancara)

KESIMPULAN DAN SARAN

 Kesimpulan.
Berdasarkan pembahasan atas permasalahn dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambik kesimpulan sebagai berikut :
0. Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan pada anak ini, dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (public health), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilatif. Dua usaha yang pertama ditujuan pada anak yang belum menjadi korban (non victim) melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan utama menyadarkan masyarakat (public awarneas) bahwa kekerasan pada aanak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak yang optimal oleh karenanya harus dihapuskan. Sedangkan dua usaha terakhir ditujukan pada anak yang telah menjadi korban (victim) dengan tujuan utama memberikan tata laksana korban secara menyeluruh (holistic) meliputi aspek media, psikologis, sosial, termasuk didalamnya  upaya reintegrasi korban ke dalam lingkungannya semula.
0. Kekerasan domestik (kekerasan dalam rumah tangga) oleh sebagian masyarakat kita tidak dianggap sebagai, kejahatan. Inilah faktanya. KDRTA hanya dilaporkan atau dianggap sebagai masalah jika berakibat cedera parah atau meninggal. Hanya kasus dramatis dan berdarah-darah baru dinilai kejahatan. Luka memar kena bogem ayah atau anak berkepribadian pemalu karena di rumah selalu menghadapi tekanan orang tua tidak dianggap kejahatan. 

Saran - saran
1. Para penegak hukum tidak lagi ragu – ragu dalam menerapkan Undang undang Perlindungan Anak, agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dihukum sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
1. Sosialisasi yang terus menerus mengenai undang-undang (baik KDRT maupun UUPA) agar anak betul-betul mendapatkan kepastian dalam perlindungan hukum
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